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ABSTRACT  Keywords 
This study aims to determine the effect of regional tax contribution, 
regional retribution, the contribution of regional taxes and 
regional retribution together to influence regional income. This 
study uses descriptive statistical tests, multiple linear regression 
analysis and classical assumptions. The results of this study 
indicate that: 1) regional taxes have a positive effect on local 
revenue. This is evidenced from the results of the value of t count 
of 12,479 and the value of t table of 1,67943, with a significance 
value of 0,000 <0,05. 2) regional retribution has a positive effect 
on local revenue. This is evidenced from the results of the value of 
t count of 2.482 and t table of 1.67943, with a significance value of 
0, 017 <0.05. 3) regional taxes and regional retributions together 
have a positive effect on local revenue. This is evidenced from the 
results of the calculated f value of 77.904 and the t table value of 
3.20 and with a significance value of 0,000 <0.05. The average 
regional tax contribution for 2013-2016 is 58.79%. 
 
average regional tax 
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PENDAHULUAN 
 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 
2014 Pemerintahan Daerah menjelaskan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas beberapa provinsi dan terbagi atas daerah-daerah 
kabupaten dan kota. Tiap-tiap kabupaten atau kota mempunyai hak untuk mengatur dan mengurusi 
sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana tercantum 
dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, 
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia (Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah Pasal 1 ayat 6).  Kota Yogyakarta adalah ibu kota dan pusat Pemerintahan 
Daerah Istimewah Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang  memiliki 
pendapatan asli daerah yang cukup tinggi, yaitu berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. 
Walaupun demikian,  terkadang realisasi penerimaan pajak daerah tersebut tidak mencapai target 
sesuai dengan yang telah dianggarkan. Pertumbuhan pajak daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2013- 
2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata target pajak daerah dari tahun 2013-2016 
sebesar Rp272.172.492.459,50. Pada realisasinya memang melampui target yang ditetapkan yaitu 
tercapai rata-rata sebesar Rp280.412.622.818,98. Akan tetapi pada tahun anggaran 2014 realisasi 
pajak daerah tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014 telah ditetapkan anggaran 
untuk pajak daerah Kota Yogyakarta sebesar Rp260.582.494.000,00, namun realisasi yang tercapai 
hanyalah sebesar Rp254.008.728.384,00 atau sebesar 97,48% dari anggaran yang telah ditetapkan. 
Hal ini menunjukan terdapat selisih sebesar Rp6.573.765.616,00 jumlah yang tidak mencapai target. 
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Jika pajak daerah Kota Yogyakarta tidak memenuhi target maka akan berpengaruh pada tingkat 
pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target 
pajak daerah untuk tahun anggaran 2014 dikarenakan realisasi pencapaian pajak hotel Kota 
Yogyakarta pada tahun  2014 sulit memenuhi target. Hingga bulan oktober, dari target Rp88 miliar, 
pencapaian yang diraih baru 73,3% atau senilai Rp64,57 miliar. Kepala Bilang Pajak Daerah DPDPK 
Kota Yogyakarta, Tugiyarto, mengungkapkan realisasi pajak hotel sampai bulan oktober belum 
mencapai target periodik, sehingga dimungkinkan target pajak tidak akan tercapai hingga akhir tahun. 
Jika memperhitungkan periodisasi, capaian target hingga oktober seharusnya sudah Rp.73 miliar. 
Sementara data yang masuk menyebutkan perolehan atas pajak tersebut baru mencapai Rp64,57 
persen atau masih cukup jauh dari target. Sementara mempertimbangkan perolehan dua bulan 
terakhir, rata-rata pemasukan pajak hotel dan restaurant hanya mencapai Rp7 miliar perbulan. 
Sehingga jika dua bulan di akhir 2014 hanya ada pemasukan Rp14miliar, realisasi pemasukan pajak 
hotel hingga akhir tahun hanyalah sekitar Rp78 miliar. Tidak terpenuhinya target pajak hotel dan 
restaurant dipengaruhi oleh tingginya ekspektasi terhadap banyaknya  pembangunan hotel baru. Hal 
tersebut menyebabkan, pada proses pembahasan anggaran, muncul harapan pemasukan yang cukup 
tinggi dari pajak hotel yang ditargetkan beroperasi di tahun ini, mengalami proses kemunduran. 
(https://ekbis.sindonews.com, edisi 10 november 2014, akses 15 desember 2018). laju pertumbuhan 
retribusi daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2013-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. 
Rata-rata target retribusi daerah dari tahun 2013-2016 sebesar Rp39.398.655.011,00. Pada 
realisasinya telah melampui target yang ditetapkan yaitu tercapai rata-rata sebesar Rp. 
44.919.110.699,00. 
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen serta peran yang mempunyai 
hubungan dan tingkat pengaruh dari pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta maka diharapkan 
Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah 
yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Karena penerimaan pajak daerah dan retribusi 
daerah yang efisien dan efektif, tentu akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengambil 
keputusan terkait perencanaan di tahun- tahun yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengatahui pengaruh kontibusi pajak daerah, retribusi daerah, kontribusi pajak daerah dan retribusi 
daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini 
menggunakan alat uji statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda dan asumsi klasik. Melalui 
latar belakang dan uraian tersebut maka peneliti tertarik meneliti melalui penulisan skripsi dengan 
judul tentang Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah. (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Periode 2013-2016. 
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah 
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan 
kewajiban warga negara dalam membiayai berbagai keperluan negara yaitu berupa pembangunan 
nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang berdasarkan aturan pelaksanaannya 
yang digunakan untuk tujuan kesejahteraan warga negara (Janah, Suyadi, & Utami, 2016). Pajak 
Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang-orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 
imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan 
pembangunan daerah (Lakoy, Engka, & Tumangkeng, 2016).  
Menurut (Yani, 2009) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang 
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dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah 
daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh 
pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan 
pelaksanaannya didasarkan atas peraturan peraturan yang berlaku(Lakoy et al., 2016). 
Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 ayat 18 
tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah  menjelaskan bahwa pendapata asli daerah, 
selanjutnya disebut pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan peundang-undangan. Semakin tinggi peranan 
pendapatan asli daerah dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau 
tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
(Memah, 2013). pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi 
daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan yang 
diperoleh dari daerah sendiri melalui upaya-upaya daerah untuk meningkatkan kas daerah sehingga 
ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat diminimalisir  (Mardiasmo, 
2004). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di 
dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk 
membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Rukmini, 2016). Hal ini 
dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan pajak daerah maka akan semakin besar jumlah 
pendapatan asli daerah.(Putri & Rahayu, 2015). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 
2014) menyatakan bahwa penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap 
penambahan pendapatan asli daerah.(Kusuma & Putu, 2013) menyatakan secara parsial menunjukan 
bahwa variabel penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap penigkatan pendapatan asli 
daerah se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Triyanti., D, & Latif, 2016) bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota 
Samarinda periode tahun 2011-2015 tidak memenuhi target minimal 75% dari target sehingga 
hipotesis ditolak. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sementara sebagi 
berikut : 
 
H1 : Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan   asli   daerah 
Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli 
daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat (Sp, 2016). 
Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan 
pendapatan asli daerah (Putri & Rahayu, 2015). Hal ini didukung dengan penelitian (Nugroho, 2014) 
tentang Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah yang menyatakan penambahan retribusi daerah 
berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah. Putri dan (Putri & 
Rahayu, 2015) juga menunjukan secara parsial retribusi daerah berpengaruh signifikan secara positif 
terhadap pendapatan asli daerah. Namun penelitian yang berbeda  disampaikan oleh (Sulistyowatie, 
2016) bahwa secara parsial variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli 
daerah  Kabupatan Klaten. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis 
sementara sebagi berikut : 
H2 : retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah  
 Semakin besar pajak dan retribusi daerah yang diterima otomatis semakin meningkatnya 
pendapatan asli daerah (Triyanti. et al., 2016).  Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Asteria, 2015) yang menyatakan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap pendapatan asli daerah Jawa Tengah. Penelitian (Mauri, 2017) juga yang 
menyatakan bahwa  pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Kusuma & Putu, 2013) bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam 
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peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti 
merumuskan hipotesis sementara sebagi berikut :  
 
H3 : Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama- sama berpengaruh positif terhadap 
Pendapatan asli Daerah 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 Sifat penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan 
merupakan data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta tahun 2013-2016. Variabel dependen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Pendapatan asli daerah adalah salah satu 
sumber pendanaan bagi daerah kabupaten/kota dengan salah komponennya adalah pajak daerah dan 
retribusi daerah (Mafaza, Mayowan, & Henri, 2016). Berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 
2004: PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang 
dipisahkan + Lain-Lain Pendapatan PAD yang Sah. Pada penelitian ini variabel bebas (x) adalah 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Operasional variabel penelitian kontribusi pajak daerah terhadap 
pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan rumus perhitungan kontribusi menurut (Handoko & P, 
2013) sebagai berikut: 
 
Kontribusi = Realisai pajak daerah  
                                                            X 100% 
    Realisasi PAD 
Operasional variabel penelitian kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat 
dihitung dengan rumus perhitungan kontribusi menurut (Halim, 2001)  sebagai berikut: 
 
Kontribusi = Realisasi retribusi Daerah   
             X 100% 
   Realisasi PAD    
     
kriteria kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pad 
Presentase Kontribusi      Kriteria 
0,00%-1-%       Sangat Kurang 
10,10%-20%           Kurang 
20,10%-30%           Sedang 
30,10%-40%       Cukup Baik 
40.10%-50%            Baik 
     >50%       Sangat Baik 
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pendapatan Pemerintah Kota 
Yogyakarta untuk tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2016. Teknik sampel yang digunakan 
yaitu purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 
tertentu (Sugiyono, 2003). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi 
pendapatan asli daerah, pajak daerah  dan retribusi daerah pemerintah Kota Yogyakarta perbulan dari 
bulan januari sampai desember dengan periode penelitian 4 tahun yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 
2016 dengan jumlah sampel sebanyak 48 sampel. Pada penelitian ini sumber data berasal dari Kantor 
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Badan Keuanagan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. Data sekunder adalah data yang 
diperoleh dari data-data yang sudah ada misalnya yang bersumber dari dokumen, buku-buku, jurnal 
dan sumber lain yang tidak langsung berhubungan dengan penelitian. 
Seluruh penyajian dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan bantuan 
program spss 16. Penelitian ini diuji statistik yang terdiri dari statistik deskriptif, Uji asumsi klasik, 
Uji regresi linear berganda dan uji hipotesis. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 4.1 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 
   
Sumber:Data diolah 2018 
 Variabel pendapatan asli daerah memiliki rentang 23.73 nilai sampai 24.78 pendapatan 
terendah adalah pada bulan januari tahun 2013 dengan nilai pendapatan  sebesar 
Rp20.158.587.726,85 namun pendapatan terbesar terdapat pada tahun 2014 bulan september sebesar 
Rp63.445.172.164,83. Nilai rata-rata pendapatan asli daerah sebesar 24.3784 dengan standar deviasi 
sebesar 0.23097. Variabel pajak daerah memiliki rentang nilai 23.11 sampai 24.53. 
 Pajak daerah dengan nilai paling rendah adalah pada bulan januari tahun 2013 sebesar 
Rp10.878.991.083,00 dan pajak daerah tertinggi jatuh pada tahun 2015 bulan september  sebesar 
Rp44.858.667.491,00. Nilai rata-rata pajak daerah sebesar 23.8357 dengan standar deviasi sebesar 
0.27769. 
 Variabel retribusi daerah memiliki rentang nilai 21.77 sampai 22.72 . Retribusi daerah dengan 
nilai paling rendah adalah pada tahun 2013 bulan november sebesar Rp2.851.675.010,00 dan tertinggi 
jatuh pada tahun 2014 bulan januari sebesar Rp7.397.367.680,00 Nilai rata-rata retribusi daerah 
sebesar 22.0221dan standar deviasi sebesar 0,19640. 
 
                                        Tabel 4.2 
                            Hasil Uji Normalitas Data 
 
 
 Berdasarkan pada tabel tabel 4.2 diketahui bahwa besarnya nilai Kolmogrov-Smirnov adalah 
1.184 dan nilai signifikan sebesar 0,121 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data 
tersebut terdistribusi secara normal. 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Ln_y 48 23.73 24.87 24.3784 .23097 
Ln_x1 48 23.11 24.53 23.8357 .27769 
Ln_x2 48 21.77 22.72 22.0221 .19640 
Valid N (listwise) 48     
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 48 
Normal Parametersa Mean .0000000 
Std. Deviation .10933682 
Most Extreme Differences Absolute .171 
Positive .171 
Negative -.094 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.184 
Asymp. Sig. (2-tailed) .121 
a. Test distribution is Normal. 
Sumber: Data diolah 2018 
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    Tabel 4.3 
   Hasil Uji Multikoleniaritas 
 
    Coefficientsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan nilai tolerance pajak daerah adalah 0, 968  dan 
retribusi daerah adalah 0,968. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukan bahwa variabel pajak 
daerah dan retribusi daerah memiliki nilai tolerance (>0,10). Sedangkan hasil perhitungan VIF pajak 
daerah dan retribusi adalah 1,033. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukan variabel pajak daerah 
dan retribusi daerah  memiliki VIF (<10). Maka dapat disimpulkan tidak adanya gangguan 
multikoleniaritas. 
 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 
Pengujian ini menggunakan uji glejser. Hasil uji tabel 4.4 diketahui bahwa nilai signifikan 
masing-masing variabel X1 dan X2  lebih dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa dalam model regresi 
tidak terjadi pelanggaran atau tidak adanya heteroskedastisitas 
 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Autokorelasi 
 
Runs Test 
 Unstandardized Residual 
Test Valuea -.02102 
Cases < Test Value 24 
Cases >= Test Value 24 
Total Cases 48 
Number of Runs 23 
Z -.438 
Asymp. Sig. (2-tailed) .662 
a. Median 
 Sumber: Data diolah 2018 
 
 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant)   
Ln_x1 .968 1.033 
Ln_x2 .968 1.033 
a. Dependent Variable: Ln_y 
Sumber: Data diolah 2018 
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardize 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1.028 1.678  -.613 .543 
Ln_x1 -.050 .040 -.178 -1.252 .217 
Ln_x2 .104 .056 .264 1.856 .070 
a. Dependent Variable: RES2  
Sumber: Data diolah 2018 
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Pengujian ini menggunakan run test. Pada tabel tabel 4.5 diketahui bahwa tidak terdapat gejala 
autokorelasi dikarenakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar  0,662 lebih besar dari 0,05. 
 
Tabel 4.6 
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 2.027 2.532  .801 .427 
Ln_x1 .744 .060 .895 12.479 .000 
Ln_x2 .209 .084 .178 2.482 .017 
a. Dependent Variable: Ln_y 
Sumber: Data diolah 2018 
 
    
 
Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, maka model persamaan regresi berganda yang dapat 
disusun sebagai berikut: Y= 2.027+ 0,744 + 0,209 + ԑ, dimana: Y= Pad, X1 adalah Pajak Daerah, dan 
X2 Retribusi Daerah. Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Nilai konstanta 
yang diperoleh adalah 2.027 menyatakann bahwa apabila variabel pajak daerah dan retribusi daerah 
bernilai nol, maka diasumsikan jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh adalah sebesar 2.027. 
Koefisien regresi pajak daerah bernilai 0,744 menyatakan bahwa setiap kenaikan atau penambahan 
satu satuan pajak saerah maka diperkirakan pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 0,744. 
Koefisien regresi retribusi daerah bernilai 0,209 menyatakan bahwa setiap kenaikan atau penambahan 
satu satuan retribusi daerah maka diperkirakan pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 0,209. 
 
 
Tabel 4.7 
          Hasil Uji Statistik (f) 
ANOVAb 
        Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1.945 2   .973 77.904 .000a 
     Residual .562 45   .012   
Total 2.507 47    
a. Predictors: (Constant), Ln_x2, Ln_x1    
b. Dependent Variable: Ln_y  
Sumber: Data diolah 2018 
   
 
 
 Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh nilai f hitung sebesar 77.904> f tabel 3,20 dan signifikan 
0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen pajak daerah dan retribusi daerah secara 
bersama-sama berpengaruh secara positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 
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Tabel 4.8 
           Hasil Uji Parsial (t) 
   
    Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 2.027 2.532  .801 .427 
Ln_x1 .744 .060 .895 12.479 .000 
Ln_x2 .209 .084 .178 2.482 .017 
a. Dependent Variable: Ln_y     
       Sumber: Data diolah 2018 
 
 Dari hasil tabel 4.8 dapat dijelaskan sebagai berikut: Variabel pajak daerah memiliki nilai t 
hitung sebesar 12,479 lebih besar dari nilai t tabel 1,67943 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini 
mununjukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Variabel 
retribusi daerah memiliki nilai t hitung sebesar 2,482 lebih  besar dari nilai t tabel 1,67943 dengan 
nilai signifikansi 0,017. Hal ini menunjukan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap 
pendapatan asli daerah. 
 
Tabel 4.9 
Hasil Uji R Square 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dari tabel 4.8 diketahui bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0,766 atau 76,6%. Hal ini 
menunjukan bahwa pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi 
daerah sebesar 76,6%, sedangkan sisanya 23,4%  (100%-76,6%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di 
luar variabel penelitian. 
 
KESIMPULAN 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan melihat nilai signifikansi 0,05 atau 5%, dapat 
disimpulkan : Dengan melihat nilai t hitung untuk pajak daerah adalah 11.917  dan nilai t tabel sebesar 
1,67943. Nilai signifikansi 0,000 <  0,05. Hal ini menunjukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif 
signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan melihat nilai t hitung untuk  retribusi daerah 
adalah 2,482 dan t tabel  1,67943. Nilai signifikansi 0, 017 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan melihat hasil 
uji anova Nilai f hitung pajak daerah dan retribusi daerah adalah Nilai f hitung pajak daerah dan 
retribusi daerah adalah 77.904 dan nilai t tabel sebesar 3,20. Nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini 
menunjukan bahwa secara bersama-sama pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif 
signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Rata-rata kontribusi pajak daerah tahun 2013-2016 yaitu 
sebesar 58,79%. Rata-rata kontribusi retribusi daerah pada tahun 2013-2016 yaitu sebesar 9,58%. 
 
 
 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .881a .776 .766 .11174 
a. Predictors: (Constant), Ln_x2, Ln_x1  
b. Dependent Variable: Ln_y   
Sumber: Data diolah 2018 
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Implikasi 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi pendapatan 
asli daerah. Sehingga peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah 
sangat dominan. 
 
Keterbatasan 
Dalam penelitian ini hanya memiliki tiga variabel diantaranya dua variabel bebas yaitu pajak daerah 
dan retribusi daerah dan variabel terikat pendapatan asli daerah. Penelitian ini hanya dilakukan di 
Daerah Istimewa Yogyakarta tapatnya di Kota Yogyakarta.Penelitian ini hanya menggunakan data 
jangka waktu 4 tahun (2013-2016). Dan lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian hanya 1 
kota/kabupaten saja. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang mungkin saja 
terdapat kesalahan dalam pemasukan data yaitu berupa angka-angka. 
 
Saran 
Bagi peneliiti selanjutnya: Agar penelitian ini lebih baik dilakukan penambahan variabel lain 
selain pajak daerah dan retribusi daerah seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga dijabaran sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruh 
pada pendapatan asli daerah. Sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan ruang lingkup 
penelitian yang lebih luas. Penelitian mungkin bisa dilakukan di seluruh Kabupaten dan Kota di 
Provinsi Pulau Jawa atau bahkan seluruh Indonesia sehingga sampel yang diperoleh lebih banyak dan 
dianggap lebih mewakili seluruh populasi dan tidak hanya sampai 4 tahun dalam melakukan 
penelitian. Menambahkan periode waktu yang digunakan agar hasil yang diperoleh lebih valid.. 
Diharapakan dalam memasukkan dan mengelolah data agar lebih teliti lagi. 
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